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Peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk praktik pemberian pinjaman uang antaraindividu dimana
peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan peer-to-
peer lending. Prakteknya, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan bisnis peer-to-peer lending
di Indonesia. Pertama adalah pemodal, kedua peminjam, dan ketiga adalah perusahaan peer-to-peer lending
sebagal perantara. Pada praktek pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending, para pihak tidak bertatap
muka secara langsung, melainkan bertemu dalam dunia maya melalui suatu media, yaitu platform yang
disediakan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Bagaimanakah pengawasan dari pihak OJK selaku otoritas
yang berwenang terhadap adanya pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending? Perlu adanya aturan
yang dapat mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan, khususnya mengenai produk
perjanjian pinjam-meminjam karena hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang diundangkan terkait
permasal ahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah deskriptif analisis melalui
pendekatan yuridis normatif. Penelitian menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan
data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Pengaturan mengenal penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi (peer-to-peer lending) belum dilakukan secara optimal oleh pihak OJK. Hal ini
membuat setiap perusahaan peer-to-peer lending ini mempunya mekanismenya sendiri dalam penerapan
prinsip kehati-hatian. Selain itu, fungsi pengawasan oleh OJK belum cukup dilakukan khususnyaterkait
dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan peer-to-peer lending.

Peer-to-peer lending is aloan activity between two parties which borrower and lender summoned by a
platform that provided by peer-to-peer lending company. In fact, there are three parties that included in peer-
to-peer lending businessin Indonesia. First party islender, second party is borrower, and third party is peer-
topeer lending company as a connector. In loan activity based on peer-to-peer lending, each party no need to
meet directly, but only virtually through a platform that provided by peer-to-peer lending company. How is
OJK's supervision as the authorized authority on the existence of lending-based peer-to-peer lending? We
need a regulations which can accommodate the implementation of prudential principle and surveillance
especially on loan agreement enforcement is urgently needed because recently, there is no special regulation
announced yet that manage about that issue. The research method of this thesisis a descriptive anaytic
through juridical normative. Thisresearch is literature review priority used the secondary data. The obtained
data analyzed with normative qualitative method later. The effectivity of regulation about the
implementation of prudential principle on loan based on information technology (peer-to-peer lending) by
OJK is not good enough. This problem can make every peer-to-peer lending company create their own
regulation in implementation of prudential principle. Besides, surveillance.function that held by OJK is not
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guite enough, especially about peer-to-peer lending company products.



